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Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tata kelola
Tl sebagai yang usaha untuk mengatur, mengarahkan dan mengontrol Tl sesuai dengan strategi dan tujuan
organisasi mempunyai kemampuan penting bagi para pemimpin organisasi yang ingin menciptakan dan
memperoleh nilai manfaat Tl bagi organisasinya.Paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran serta
faktor-faktor yang berkonstribusi dalam pelaksanaan tata kelola Tl yang dapat mendorong keberhasilan
pencapaian tujuan dalam suatu organisasi pemerintahan.

Berdasarkan tujuan penulisan digunakan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi proses-proses
sumberdaya tata kelola Tl di organisasi pemerintahan provinsi Gorontalo. Hasil pembahasan di dapat
bahwa deskripsi tata kelola TI yang efektif memastikanbahwa proses-proses Tl yang telah di identifikasi
berkaitandenganpencapaiantujuanorganisasi,  pengelolaansumberdaya, = danmanajemenrisiko  di
organisasi pemerintahan daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo.

Kata kunci: Tata kelola TI, Pemerintahan daerah

Abstract

Today, the development of Information Technology (IT) is very possible for the government to provide
better services to the community in a more effective, efficient, and sustainable. IT governance as the effort
to organize, direct and control IT in accordance with the strategy and goals of the organization have an
important capability for leaders of organizations who want to create value and gain the benefits of IT to
the organization.This paper aims to identify the role and the factors that contribute to the implementation
of IT governance which can drive the success of an organization's achievement of objectives in government.
Based on the purpose of writing descriptive approach was used to identify the processes of resource IT
governance in the province of Gorontalo.Discussion of the results obtained that the description of an
effective IT governance ensures that IT processes that have been identified related to the achievement of
organizational goals, resource management, and risk management in local government organizations,
particularly in the Province of Gorontalo.
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1. PENDAHULUAN

Dewasainibanyak perusahaanatau organisasimulai mengadopsi danmenggunakan prinsip-prinsipdancara
kerja tata kelola TI dalam menjalankanaktivitas organisasi. Konsep tata kelola Tlini telah menjadi tren
dalam sektor publik di berbagai negara dan telah menjadi komponen utama tata kelola daripada
pemerintahan, contohnya di negaraAustralia. Tata kelola TIdi negaraAustralia ini dijadikan sebagai
kerangka kerja pemerintahan dalam menilai, mengarah dan mengawasi Tl dalam organisasi publik
[1][2].Adapun di negara Amerika Syarikat tata kelola T1 diterapkan untuk menetapkan kebijakan dalam
organisasi publik sebagai bentuk tindakan pemerintah Amerika terhadap sejumlah skandal laporan
keuangan organisasi di negara tersebut [3], hal ini disebabkan oleh kegunaan dan ketergantungan TI di
lingkungan yang multi layanan dimana pengelolaan yang efektif dan keselarasan T1 dengan tujuan bisnis
organisasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi.

Pemahaman tentang faktor yang berkonstribusi terhadap tata kelola T1 sangat penting dalam rangka untuk
keunggulan kompetitif dan memaksimalkan nilai pengiriman proyek T1 berdasarkan investasi Tl. Lebih
lanjut bahwa pedoman untuk pengelolaan TI diperlukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik di organisasi
[4]. Organisasi publik yang mempunyai spesifikasi yang berlainan dalam hal budaya dan faktor motivasi
yang timbul sebagai organisasi non profit secara langsung mempengaruhi manajemen dan tatakelolanya.
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Untuk mengidentifikasi peran serta faktor-faktor tata kelola T1 secara efektif, prinsip-prinsip dan proses
tata kelola organisasi yang baik harus tercermin dalam proses Tl individu pemerintahan yang diberlakukan
bagi organisasi. Oleh karena itu, paper inimenyelidiki satu set tata kelola proses Tl yang sesuai dengan
tujuan, visi, strategi, nilai norma dan budaya dari organisasi.

2. TATA KELOLA TI DI SEKTOR ORGANISASI PUBLIK

Inisiatif kerangka kerjatata kelola Tldapat digunakan untukpengelolaan organisasi publik yang efektif. Ini
disebabkankarena tata kelola TI memiliki potensi sebagai praktek terbaik yang dapat meningkatkan
pencapaian kinerjamaupun daya saing organisasi [5][6]. Dengan tata kelola T1 diharapkan pengelolaan Tl
dalam organisasi publik akan memberi manfaat yang optimal[7][8].

2.1 Konsep Tata Kelola Tl

Pada dasarnya tata kelola TI memberi fokuskepadahubungan-hubungandanintegrasi penyelarasan
organisasi[9]. Tata kelola TI mencerminkanpenggunaan prinsip-prinsiporganisasidan berfokus
kepadaaktivitas-aktivitas pengelolaan danpenggunaan TI kepada pencapaian nilai organisasi. Tata kelola
TI adalahtanggungjawab manajemen eksekutif dan manajemen puncak yangterdiri daripada pimpinan dan
strukturorganisasiyang memastikanbahwa TI1 sesuaidengan tujuan dan mengembangkanstrategiorganisasi
[8].Tata kelola TI adalahsatuprosedurarahan penerapan pengaturan organisasi,untuk mendukung
manajemen Tl secara integral dan mengikuti sasarandan strategi organisasiyangmempunyai
tanggungjawab.

Tata kelola Tldapat dilaksanakandengan menggabungkanstruktur, prosesdan hubungan mekanisme. Setiap
elemenadalah pentingbagi kesuksesan pelaksanaan rangka kerja tata kelola Tl dalam sebuah organisasi
(Gambar 2). Struktur melibatkan keberadaan yang jelasperandantanggungjawab komite pengarah dan
komite strategiTI[10]; Prosesmengacu kepadapembuat keputusanstrategi, perencanaanstrategisistim TI,
manajemen dan pengawasan[11][12] dan; mekanismehubunganmendukung hubungan yang harus ada
antaraTl dan organisasi.Mekanismeinitermasukpenyertaan aktif dari eksekutif dan manajemen
Tlorganisasi,dialog, latihan,pertukaranpengalaman, pengetahuan dankomunikasidiseluruhorganisasi [10].

\ Tata Kelola Tl /

Mekanisme Hubungan

Proses

Struktur

Gambar 1. Model Tata Kelola Tl

Tata kelola TI dalam prakteknya berhubungan dengan lima komponen penting/utama, yaitu keselarasan
strategis TI, nilai pengiriman, manajemen risiko, manajemen sumber daya dan pengukuran kinerja [32].
Komponen-komponen ini merupakan faktor penting dalam proses pengambilan keputusan, dan mendukung
kerangka tata kelola T1 [33][25][8]. Praktek terbaik global untuk membuat keberhasilan tata kelola T1 yaitu
dengan mengidentifikasi setiap wilayah domain atau komponen utama tata kelola T1 tersebut [34].

2.2 Tata Kelola TI di Sektor Organisasi Publik

Fokus tata kelola TI dalamsektororganisasi publik ini adalah pada penggunaan TI bagi pematuhan yang
lebih baik dan kontrol atas investasi TI dalam pemerintahan, serta untuk mencapai nilai dan kinerja yang
lebih besar. Walaupun antara sektorpublik dan sektor swasta mempunyai makna yang berbeda [13] tetapi
semuanya membutuhkan tata kelola TI yang efektif sebagai investasi, yang kini memainkan peran penting
dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Baik sektorpublik dan sektor swasta, tata kelola Tldapat dilaksanakan dengan menggunakan gabungan dari
proses, struktur dan mekanisme hubungan [11]. Gerakan menuju tata kelola TI sebagian besar didorong
oleh keinginan untuk memaksimalkan pengembalian investasi T1 dalam suatu organisasi [14]. Dalam sektor
organisasi publik pengembalian adalah bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana untuk
menghasilkan berbagai bentuk nilai masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Seiring dengan tekanan
anggaran, organisasi publik juga menangani akan peningkatan kebutuhan untuk berbagi informasi antara
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lembaga dan berbagi ini harus dikelola dengan sukses terutama karena peningkatan volume data, dan karena
kolaborasi kebutuhan hubungan lintas batas yang kompleks.

2.3 Tata Kelola TI di Provinsi Gorontalo

Propinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan undang- undang No. 38 Tahun 2000 dan menjadi propinsi yang
ke 32 di Indonesia. Provinsi ini telah mengambil bagian dalam pelaksanaan tata kelola T1 sejak tahun 2008
dan menjadi salah satu pilot projek dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi dalam hal
ini mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang
lebih baik. Propinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 11.967.64 km2 dan dengan jumlah penduduk
1.038.585 jiwa (www.gorontaloprov.go.id), dengan adanya situasi seperti ini, tidaklah mudah dalam
mengatur dan mengelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan tata kelola TI di Provinsi Gorontalo adalah dalam rangka pelayanan kepada publik yang
memerlukan good governance. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan
strategi nasional pengembangan e-Government setiap Gubernur dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing
guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional [15]. Instruksi presiden inilah yang
mendasari kebijakan tata kelola TI di provinsi Gorontalo yang memastikan bahwa penggunaan TI benar-
benar dapat mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Gorontalo.

3. TATAKELOLA TI DI PEMERINTAHAN DAERAH

Agar organisasi dapat menjadi sukses, maka organisasi harus dapat mengelola informasinya dengan baik,
sehingga investasi teknologi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang baik bagi organisasi tersebut.
Adanya sistem teknologi yang baik didapatkan dari perpanduan antara tata kelola organisasi dan tata kelola
TI yang baik. Derajat kecerdasan (1Q) suatu organisasi ditentukan oleh sejauh manakah tahap infrastruktur
Tl saling berkaitan, bekerjasama, dan membina atau membentuk sebuah struktur organisasi [16].

3.1 Kebijakan Tata Kelola

Kebijakan tata kelola TI di Indonesia, adalah untuk memastikan bahwa tata kelola Tl dalam organisasi
publik telah mematuhi kaedah dalam peraturan yang berkaitan dengan TI, sehingga hal ini perlu untuk
melakukan penilaian atas kelayakan pengelolaan pematuhan peraturan dalam tata kelola TI.

Kebijakan tata kelola Tl yang merupakan salah satu strategi tata kelola Tl yang telah dibentuk dalam
peraturan pemerintah no. 6 tahun 2001 dan peraturan menteri komunikasi dan informatika no. 41 tahun
2007 hal ini diharapkan dapat menjadi panduan penyelenggaraan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan
tata kelola T1 yang baik. Adanya peraturan tersebut dan dengan sistem otonomi daerah no. 22 tahun 1999
yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menjalankan, mengatur dan mengelola
kepentingan setiap daerah masing-masing sehingganya menjadi dasar kebijakan tata kelola T1 di provinsi
Gorontalo.Kebijakan tata kelola T1 adalah keputusan pimpinan yang memberikan arah dan garis besar
tentang sesuatu yang harus dicapai [17]. Kebijakan ini menjadi dasar atau pedoman dalam hal pengelolaan
sumberdaya tata kelola T1 di provinsi Gorontalo.

Kebijakan dan prosedur tentang pengelolaan sumberdaya TI di provinsi Gorontalo dari perencanaan,
pemeliharaan hingga operasi perlu pemberian arah serta batasan yang tegas dalam melakukan pengelolaan
sumberdaya TI. Kebijakan ini meliputi keselarasan strategis Tl organisasi, manajemen resiko, dan
manajemen sumberdaya. Perangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat adalah untuk membantu dan
mendukung operasional tata kelola TI [18]. Berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya Tlbahwa
keselarasan strategis TI organisasi adalah dimana arsitektur dan inisiatif TI harus selaras dengan visi dan
tujuan pemerintah provinsi [17]. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan oleh [7][8] bahwa penyelarasan
strategi Tldapat memastikan bahwa TI selaras dengan tujuan organisasi.

3.2 Struktur Tata Kelola Tl

Struktur melibatkan wujud yang jelas tentang peran dan tanggungjawab komite pengarah dan komite
strategi TI[10].Struktur penting sebagai fungsi untuk mengatur dan menentukan yang mana kekuasaan
pembuat keputusan TI terletak di dalam organisasi yang sebagian besar menentukan kemajuan tata kelola
TI[19][10][6]. Secara umum struktur mengambil bentuk posisi formal dan peran (integrator), atau
kelompok formal dan manajemen tim [20]. Posisi formal dan peran penghubung mengacu pada individu
yang secara resmi ditunjuk untuk mengelola koordinasi dalam dan di antara fungsi-fungsi organisasi.
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Struktur tata kelola adalah entitas yang berperan dan bagaimana perannya dalam pengelolaan proses-proses
TI, yang mendasari seluruh proses tata kelola TI. Struktur tata kelola TIdi propinsi Gorontalo di bentuk
untuk memastikan kapasitas kepemimpinan yang memadai serta hubungan kerja antar satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) dalam merencanakan, mengganggarkan, merealisasi sistem, mengoperasikan
sistem, dan mengevaluasi implementasi Tlsecara sinergi [17]. Adapun struktur tata kelola TImerupakan hal
yang sangat prinsip karena berkaitan dengan kepemimpinan dan hubungan sinergis antar SKPDdalam
lingkup internal maupun eksternal.

3.3 Proses Tata Kelola Tl

Salah satu kemampuan tata kelola T1[20] adalah pada kemampuan proses (koordinasi). Kemampuan proses
mengacu pada formalisasi dan pelembagaan pengambilan keputusan strategis Tl atau prosedur pengawasan
TI [21]. Adapunproses mengacu kepada pembuat keputusan strategi, perencanaanstrategi sistem TI,
pengelolaan dan pengawasan [11][12], dan proses tata kelola TI melibatkan pelaksanaan dari teknik
pengelolaan Tl danmemenuhi prosedur dengan menetapkan kebijakan dan strategi T1 [22].

Proses tata kelola TI di Indonesia adalah proses-proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan-
tujuan utama tata kelola TI dapat tercapai, dan proses-proses ini terkait dengan pencapaian tujuan
organisasi, pengelolaan sumberdaya dan manajemen risiko [23]. Tata kelola T1 sebagai serangkaian proses
digunakan oleh organisasi untuk mengelola T1, menyelaraskan T1 dengan tujuan bisnis, sumberdaya proyek
TI, dan pengawasan kinerja TI [24]. Proses tata kelola TI bermula dengan menetapkan tujuan dan petujuk
awal organisasi, kemudian diteruskan untuk mengukur Kkinerja, membandingkan dengan tujuan,
pemindahan dan perubahan tujuan yang sesuai [8]. Sedangkan pengelolaan TI secara efektif memerlukan
pengetahuan akan proses yang biasanya dapat disusun sesuai dengan domain perencanaan, penyampaian,
pelaksanaan, dan pengawasan [25]. Proses tata kelola TImelibatkan identifikasi dan perumusan kasus atau
keputusan bisnis TI, prioritas, pembenaran, dan otorisasi dari keputusan investasi T, pelaksanaan
keputusan monitoring dan evaluasi dan kinerja T1 [26][27].

Adapun proses-proses tata kelola Tl yang dapat diidentifikasi dan berkonstribusi dalam pelaksanaan tata
kelola Tlyang sesuai dengan tujuan tata kelola TI di provinsi Gorontalo adalah seperti berikut:

1. Perencanaan sistem merupakan proses yang ditujukan untuk menetapkan visi dan arsitektur TI, dalam
hal ini perlu pertimbangan-pertimbangan mengenai penentuan Tl dalam memberikan kontribusi bagi
pencapaian tujuan dan kebutuhan organisasi dan rencana realisasi atas implementasi visi dan arsitektur
TI tersebut. Perencanaan sistem diperlukan untuk mengelola dan mengarahkan semua sumberdaya TI
sesuai dengan strategi dan prioritas bisnis organisasi.

2. Manajemen belanja atau investasi yaitu mekanisme proyek inisiatif Tl yang telah ditetapkan dalam
portofolio proyek inisiatif TI dan roadmap implementasi yang dikelola sesuai dengan anggaran belanja
atau investasi TIl. Proses pengurusan perbelanjaan atau investasi TI mempunyai tujuan bahwa
kebutuhan bisnis T1 yang menunjukan perbaikan secara kontinyu terpenuhi dengan efisiensi biaya dan
kontribusinya terhadap keuntungan bisnis dengan layanan terintegrasi dan standar yang memenuhi
harapan end-user.

3. Realisasi sistem merupakan proses yang ditujukan untuk mengimplementasikan perencanaan TI, mulai
dari pemilihan sistem TI sampai dengan evaluasi pasca implementasi. Realisasi sistem perlu
menetapkan prosedur yang sejalan dengan standar manajemen perubahan organisasi untuk meminta
review pasca implementasi sebagaimana tercantum dalam rencana pelaksanaan.

4. Operasi dan pemeliharaan sistem merupakan proses penyampaian layanan TI, sebagai bagian dari
dukungan kepada proses bisnis manajemen, kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sedangkan
pemeliharaan sistem memastikan bahwa seluruh sumberdaya Tl dapat berfungsi dalam rangka
mendukung operasi sistem secara optimal.

5. Budaya organisasi adalah merujuk kepada suatu sistem yang mempunyai makna yang sama yang
dipegang oleh setiap anggota organisasi yang membedakan sebuah organisasi dari organisasi
lainnya.Budaya organisasi adalah satu sistem yang dipercayai dan nilai yang dibangunkan oleh
organisasi dimana hal itu membawa perilaku dari anggota organisasi itu sendiri [28][29]. Budaya
organisasi ini merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam tata kelola TI yang perlu diperhatikan
[30].

Proses-proses seperti yang diuraikan di atas merupakan komponen-komponen atau domain yang
membentuk tujuan utama tata kelola T1. Setiap proses menunjukkan aktivitas utama dari T1. Setiap proses
yang ada dalam komponen ini mempunyai lingkup atau elemen-elemen yang berpengaruh dalam setiap
proses pembentuk.Pada akhirnya, proses-proses sumberdayatata kelola T1 perlu pengawasan dan penilaian,
dimana hal ini untuk memastikan terdapat respon terhadap semua proses tata kelola T, berupa ketercapaian
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kinerja yang diharapkan. Semua proses TI perlu dinilai secara berkala dari waktu ke waktu untuk kualitas
dan sesuai dengan persyaratan kontrol [31].

Pengelolaan kinerja TI yang efektif memerlukan proses pengawasan dan penilaian [25]. Pada akhirnya
kesemua proses TI perlu selalu dilakukan penilaian untuk memastikan kualitas dan pematuhan terhadap
keperluan organisasi. Tujuannya adalah mengawasi dan menilai kinerja TI yang sesuai kebutuhanbisnis
organisasi dari segi transparansi, investasi Tl, manfaat, strategi, kebijakan dan tahap pelayanan sehingga
selaras dengan kebutuhantata kelola T1 [25].

3.4 Visi Organisasi

Rencana visi dan arsitektur TI perlu dikomunikasikan dan dikelola dan disusun dari berbagai perspektif
yang kemudian akan menjadi referensi bagi seluruh satuan kerja dalam institusi. Adapun pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan visi
Pemerintah provinsi Gorontalo dapat terwujud melalui inovasi-inovasi pada bidang pelayanan publik,
manajemen, proses Kerja, budaya kerja, kepemimpinan, dan kebijakan, sehingga dapat meningkatkan
efisiensi, efektifitas, dan transparansi, serta partisipatif masyarakat tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Visi pemerintah provinsi Gorontalo dalam bidang Tl adalahmenjadi provinsi inovatif melalui teknologi
informasi dan komunikasi, hal ini menggambarkan keinginan masa depan yang akan dicapai dari
pemerintah provinsi Gorontalo. Pada akhirnya apa yang di inginkan oleh pemerintah provinsi Gorontalo,
sesuai dengan visi yang diharapkan yaitu denganmelalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan provinsi Gorontalodapatmeningkatkan mutu layanan publik.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Paper ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pengetahuan dengan mengidentifikasi peran dan faktor-
faktor dalamtata kelola TI sektor organisasi publik di pemerintahan provinsi Gorontalo.

4.1 Simpulan

Adanya paper ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam merumuskan dan mengidentifikasi area dalam
tata kelola TI untuk meningkatkan pengelolaan Tlpada organisasi publikyang memberikan manfaat yang
optimal. Paper ini dibangun berdasarkan proses-proses sumberdaya tata kelola Tl yang penting dilakukan
yang berpengaruh terhadap penyediaan layanan publik yang menjamin bahwa sumberdaya Tl dapat
diberdayakan untuk mendukung pencapaian aktivitas-aktivitas Tlsesuai tujuan pemerintah provinsi
Gorontalo.

4.2 Saran

Penelitian lebih lanjut diperlukan dengan menguji dan menilai pengaruhperan dan faktor-faktoryang dapat
digunakan dan memberikan peningkatan tata kelola T1 pada sektor organisasi publik di Provinsi Gorontalo.
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